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BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR  49 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TRENGGALEK, 
 

Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan 

perekonomian, besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan 

bermotor dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan biaya penyediaan layanan; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 

2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian perhubungan 

besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Kabupaten Trenggalek  tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 

biaya penyediaan tanda bukti lulus uji berkala; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian 

Kendaraan Bermotor; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
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Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

3. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5025); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038);  

5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049);  

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5317); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis 

dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

berlaku pada Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5884); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 

tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 

12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 39); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 

68);  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI 

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

 

Pasal 1 

 

Besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang 

diatur dan tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Daerah 

Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Trenggalek, diubah 

sebagai berikut: 
 

STRUKTRUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

1. untuk jenis Mobil Penumpang Umum sebesar Rp.32.000,00 

(tiga puluh dua ribu rupiah);  

2. untuk jenis Mobil Bus ditetapkan sebagai berikut:  

a. untuk mobil bus dengan tempat duduk sampai dengan 24 

(dua puluh empat) orang sebesar Rp.42.000,00 (empat 
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puluh dua ribu rupiah);  

b. untuk mobil bus dengan tempat duduk lebih dari 24 (dua 

puluh empat) orang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh 

ribu rupiah); 

3. untuk jenis Mobil Barang dan Kendaraan Khusus ditetapkan 

sebagai berikut:  

a. untuk mobil barang dan kendaraan khusus dengan 

Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) 0 kg (nol 

kilogram) sampai dengan 2.500 kg (dua ribu lima ratus 

kilogram) sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu 

rupiah);  

b. untuk mobil barang dan kendaraan khusus dengan 

Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) antara 2.501 kg 

(dua ribu lima ratus satu kilogram) sampai dengan 5.000 

kg (lima ribu kilogram) sebesar Rp.52.000,00 (lima puluh 

dua ribu rupiah);  

c. untuk mobil barang dan kendaraan khusus dengan 

Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) antara 5.001 kg 

(lima ribu satu kilogram) sampai dengan 9.000 kg 

(sembilan ribu kilogram) sebesar Rp.55.000,00 (lima 

puluh lima ribu rupiah);  

d. untuk mobil barang dan kendaraan khusus dengan 

Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB)  diatas 9.000 kg 

(sembilan ribu kilogram) sebesar Rp.65.000,00 (enam 

puluh lima ribu rupiah); 

4. untuk jenis Kereta Penarik (Tractor Head) sebesar 

Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);  

5. untuk jenis Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan sebesar 

Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);  

6. penggantian buku uji yang habis maupun rusak sebesar 

Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); 

7. penggantian buku uji karena hilang sebesar Rp.100.000,00 

(seratus ribu rupiah).  
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Pasal 2 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek. 

 

 Ditetapkan   di Trenggalek 

  pada tanggal 4 Juli 2017                  

201BUPATI TRENGGALEK,d 
 TTD                                                                                                   

         EMIL ELESTIANTO 

Diundangkan di Trenggalek     
pada tanggal 4 Juli 2017                           2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TRENGGALEK, 
                TTD 
        ALI MUSTOFA 
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 50 
Salinan sesuai dengan aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

         ANIK SUWARNI 

Nip . 19650919 199602 2 001 

 
 


